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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

DEBITUR DALAM MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA 

TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN 

FIDUSIA. 

 

A. Ruang Lingkup Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya 

Bukui IIIi KUHi Perdatai terdirii atasi suatui bagiani umumi dani 

suatui bagiani khusus.Bagiani umumnyai misalnyai tentangi peraturan-

peraturani yangi berlakui bagii perikatani umumnya,i macam-macami 

perikatani dani sebagainya.Bagiani khususi memuati peraturan-peraturani 

mengenaii perjanjian-perjanjiani yangi banyaki dipakaii dalami masyarakati 

dani yangi sudahi mempunyaii nama-namai tertentu,i misalnyai jual-beli,i 

sewai menyewa,i perjanjiani peburuhan,i maatchap,i pemberiani 

(schenking)24. 

Istilahi perjanjiani dalami hukumi perjanjiani merupakani 

kesepadanani darii katai “ovreenkoms”i dalami bahasai Belandai ataui 

istilahi “agreement”i dalami bahasai Inggris.i Istilahi hukumi perjanjiani 

dalami bahasai Inggrisi disebuti dengani istilahi “contract”i yangi dalami 

praktiknyai seringi dianggapi samai dengani istilahi perjanjian. 

                                                             
24i Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2010) hlm. 127. 
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Perjanjiani ataui Verbintenisi mengandungi pengertiani yaitui suatui 

hubungani hukumi kekayaan/hartai bendai antarai duai orangi ataui lebih,i 

yangmemberii kekuatani haki padai satui pihaki untuki memperolehi 

prestasii dani sekaligusi mewajibkani padai pihaki laini untuki menunaikani 

prestasi25. 

Perjanjiani adalahi suatui peristiwai dimanai seorangi berjanjii 

kepadai orangi lain,i ataui dimanai duai orangi ataui lebihi itui salingi 

berjanjii untuki melaksanakani sesuatui hal.i Pengertiani perjanjiani 

dijelaskani dalami Pasali 1313i KUHPerdatai yangi menyebutkani bahwai 

perjanjiani adalahi suatui perbuatani dengani manai satui orangi ataui lebihi 

mengikatkani dirinyai terhadapi satui orangi ataui lebih26.i Pasali 1313i 

KUHPerdatai memberikani definisii mengenaii persetujuan,i rumusani 

tersebuti selaini tidaki lengkapi jugai sangati luas.Tidaki lengkapi karenai 

hanyai menyebutkani persetujuani sepihaki saja.Sangati luasi karenai 

dengani dipergunakannyai perkataani “perbuatan”i tercakupi jugai 

perwakilani sukarelai dani perbuatani melawani hukum.Hali inii perlui 

kiranyai diadakani perbaikani mengenaii definisii tersebut,i yaitu27: 

1) Perbuatani harusi diartikani sebagaii perbuatani hukum,i yaitui 

perbuatani yangi bertujuani untuki menimbulkani akibati hukum, 

2) Menambahkani perkataani “ataui salingi mengikatkani dirinya”i 

dalami Pasali 1313i KUHi Perdata. 

                                                             
25  Ibid. hlm. 128. 
26i R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Putra Abardin, 2011)i hlm. 49. 
27 Ibid. hlm. 50. 
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Perumusannyai menjadii perjanjiani adalahi suatui perbuatani 

hukum,i dimanai satui orangi ataui lebihi mengikatkani dirinyai ataui salingi 

mengikatkani dirinyai terhadapi satui orangi ataui lebih28. 

Syarat-syarati yangi harusi dipenuhii dalami membuati perjanjiani 

terdapati dalami syarati sahnyai perjanjian,i hali inii sesuaii dengani Pasali 

1320i KUHi Perdata,i yaitu: 

1) Syarati Subjektifi : 

a. Sepakati merekai yangi mengikatkani dirinya; 

b. Kecakapani untuki membuati suatui perikatan. 

2) Syarati Objektif 

a. Suatui hali tertentu; 

b. Suatui sebabi yangi halal. 

Syarati sahi nyai perjanjiani dii atasi tersebut,i dibagii menjadii duai 

kelompoki yaitui duai syarati pertamai dinamakani syarati subjektifi dani 

duai syarati yangi terakhiri dinamakani syarati objektif,i dimanai keduanyai 

memilikii akibati hukumi masing-masing,i apabilai syarati subjektifi dalami 

pembuatani perjanjiani tidaki terpenuhii makai perjanjiani tersebuti dapati 

dibatalkani sedangkani apabilai syarati objektifi dalami pembuatani 

perjanjiani tidaki terpenuhii makai perjanjiani tersebuti batali demii 

hukum29. 

                                                             
28 Ibid. hlm. 51. 
29Ibid. hlm. 53. 
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Perikatani untuki memberikani sesuatui adalahi perikatani untuki 

menyerahkani (leveren)i dani merawati bendai (prestasi)i sampaii saati 

penyerahani dilakukan,i hali inii diaturi dalami Pasali 1235i KUHi Perdatai 

yangi mengaturi bahwai : 

“Dalami tiap-tiapi perikatani untuki memberikani sesuatui adalahi 

termasuki kewajibani darii yangi berutangi untuki menyerahkani 

kebendaani yangi bersangkutani dani untuki merawatnyai sebagaii 

seorangi bapaki rumahi tanggai yangi baik,i sampaii adanyai 

penyerahan”. 

Berdasarkani Pasali tersebuti dapati disimpukani bahwai yangi 

berutangi tersebut memilikii kewajibani tertentui sebelumi terjadinyai 

penyerahan dengani demikiani yangi berutangi memilikii kewajibani untuki 

menyerahkani sesuatui yangi merupakani kewajibani pokoki dani untuki 

merawati sesuatui sampaii adanyai penyerahan. 

Menuruti Pasali 1335i Junctoi 1337i KUHPerdatai menyatakani 

bahwa: 

“Suatui kausai dinyatakani terlarangi jikai bertentangani dengani 

undang-undang,i kesusilaan,i dani ketertibani umum”. 

Suatui kausai dinyatakani bertentangani dengani undang-undang,i 

jikai kausai dii dalami perjanjiani yangi bersangkutani isinyai bertentangani 

dengani undang-undangi yangi berlaku.i Menentukani apakahi suatui kausai 

perjanjiani bertentangani dengani kesusilaani (geodei zeden)i bukanlahi hali 

yangi mudah,i karenai istilahi kesusilaani tersebuti sangati abstrak,i yangi 

isinyai bisai berbeda-bedai antarai daerahi yangi satui dani daerahi yangi 

lainnyai ataui antarai kelompoki masyarakati yangi satui dani lainnya,i 
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selaini itui penilaiani orangi terhadapi kesusilaani dapati pulai berubah-

ubahi sesuaii dengani perkembangani jaman30. 

1) Asas-Asasi Perjanjian 

Asasi hukumi adalahi normai dasari yangi dijabarkani darii hukumi 

positifi dani olehi ilmui hukumi tidaki dianggapi berasali darii aturan-aturani 

yangi lebihi umum.i Dalami hali inii asasi hukumi bukanlahi peraturani 

hukumi yangi konkret,i melainkani merupakani pikirani dasari yangi umumi 

sifatnya,i padai umumnyai asasi hukumi akani berubahi mengikutii 

perkembangani masyarakati terpengaruhi padai waktui dani tempat31. 

Asas-asasi hukumi yangi perlui diperhatikani olehi parai pihaki dalami 

pembuatani dani pelaksanaani perjanjiani adalahi sebagaii berikuti : 

a. Asasi Konsensualismei (Persesuaiani Kehendak) 

Katai konsensualisme,i berasali darii Bahasai latini “consensus”,i 

yangi berartii sepakat.i Artii darii “kemauan,i kehendak”i (will)i dii 

sinii ialahi bahwai adai kemauani untuki salingi mengikatkani diri,i 

kemauani inii didasarkani padai kepercayaani (trust,i vertrouwen)i 

bahwai perjanjiani itui dipenuhi.Asasi kepercayaani inii merupakani 

nilaii etisi yangi bersumberi padai moral32. 

Asasi konsensualisme,i dapati disimpulkani padai Pasali 1320i 

ayati (1)i KUHi Perdata,i yaitui : 

“1.i Kesepakatani merekai yangi mengkatkani dirinya”. 

                                                             
30Ibid. hlm. 54. 
31I Budimani NPDi Sinaga,i Hukumi Kontraki dani Penyelesaiani Sengketai darii Perspektifi  

Sekertaris,i (Jakarta:i Rajai Grafindoi Persada,2009)i hlm.i 15. 
32i   Ibid. hlm. 15 
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Pasali inii memilikii maknai bahwai perikatani itui sudahi sahi 

apabilai sudahi dikatakani sepakati olehi keduai belahi pihaki ataui 

dalami artiani hali inii sudahi timbuli akibati hukumi setelahi katai 

sepakati dilakukani mengenaii pokokperikatan.namun,i sepakati ataui 

tidaknyai hanyai dapati secarai lisan,i adai beberapai perjanjiani 

teretentui yangi harusi dibuati secarai tertulisi dengani tujuani untuki 

sebagaii alati buktii pelengkapi darii padai yangi diperjanjikan. 

b. Asasi Kebebasani Berkontrak 

Hukumi dii Indonesiai memberikani kebebasani untuki 

mengadakani perjanjiani yangi dikehendakii asali tidaki bertentangani 

dengani undang-undang,i ketertibani umumi dani kesusilaan.Asasi 

inii dapati dianalisisi darii ketentuani Pasali 1338i ayati (1)i KUHi 

Perdata,i yaitu 

“Semuai perjanjiani yangi dibuati secarai sah,i berlakui sebagaii 

undang-undangi bagii merekai yangi membuatnya”. 

Asasi kebebasani berkontraki adalahi suataui asasi yangi 

memberikani kebebasani kepadai parai pihak,i untuk33i : 

a) Membuati ataui tidaki membuati perjanjian. 

b) Mengadakani perjanjiani dengani siapapun. 

c) Menentukani isii perjanjian,i pelaksanakani dani persyaratan. 

d) Menentukani bentuknyai perjanjian,i yaitui tertulisi ataui 

lisan. 

                                                             
33 Salim H.S., Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2004) 

hlm. 158. 
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Kebebasani berkontraki adalahi asasi yangi esensial,i baiki bagii 

individui dalami mengembangkani dirii baiki dii dalami kehidupani 

pribadii maupuni kehidupani sosiali kemasyarakatan,i sehinggai 

beberapai pakari menegaskani kebebasani berkontraki merupakani 

bagiani darii haki asasii manusiai yangi dihormati34. 

c. Asasi Kekuatani Mengikati (Pactai Sunti Servanda) 

Asasi Pactai Sunti Servandai berhubungani dengani akibati 

perjanjian,i sehinggai apai yangi diperjanjiakani makai didalamnyai 

segalai akibati yangi akani timbuli telahi siapi diterimai olehi parai 

pihak.i Hali inii dapati disimpulkani dalami Pasali 1338i ayati (1)i 

KUHi Perdata,i yangi mengatakan; 

“Semuai Perjanjiani yangi dibuati secarai sah,i berlakui sebagaii 

undang-undang,i bagii merekai yangi membuatnya”. 

Persetujuan-persetujuani itui tidaki dapati ditariki kembalii 

selaini dengani sepakati keduai belahi pihaki ataui karenai alasan-

alasani yangi olehi undang-undangi dinyatakani cukup. 

d. Asasi Itikadi Baik 

Ketentuani tentangi asasi itikadi baiki diaturi dalami Pasali 1338i 

ayati (3)i Kitabi Undang-Undangi Hukumi Perdata,i yaitu:i  

“Suatui perjanjiani harusi dilaksanakani dengani itikadi baik”. 

                                                             
34i Ibid.i hlm.i 12 
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Itikadi baiki harusi dimaknaii dalami keseluruhani prosesi 

perjanjian,i artinyai itikadi baiki harusi melandasii hubungani parai 

pihaki padai tahapi prai perjanjian-perjanjiani sertai pelaksanaani 

perjanjiani dii Belanda,i itikadi baiki menguasaii parai pihaki padai 

priodei prai perjanjian,i yaitui dengani memperhatikani kepentingan-

kepentingani yangi wajari darii pihaki lain.i Walaupuni itikadi baiki 

parai pihaki dalami perjanjiani sangati ditekankani padai tahapi 

perjanjiani sehinggai kepentingani pihaki yangi satui selalui dapati 

diperhatikani olehi pihaki lainya. 

e. Asasi Kepercayaani (Vertouwensbeginsel) 

Seseorangi yangi mengadakani perjanjiani dengani pihaki lain,i 

menumbuhkani kepercayaani (trust)i dii antarai keduai belahi pihaki 

itui bahwai satui samai laini akani memegangi janjinya.i dengani katai 

laini parai pihaki akani memenuhii prestasinyai dii kemudiani harii 

sesuaii dengani apai yangi diperjanjikani dengani adanyai suatui 

maksudi dani tujuan,i apabilai setiapi pihaki menganuti asasi 

kepercayaani inii makai segalai akibati hukumi yangi didapatkani 

tidaki akani menimbulkani suatui permasalahani yangi akani 

mengakibatkani kerugiani bagii masing-masingi pihak,i olehi karenai 

itui asasi inii akani salingi mengikatkani satui samai laini 

dikarenakani mempunyaii kekuatani yangi mengikati sebagaii 

undang-undangi bagii parai yangi membuatnya. 

f. Asasi Persamaani Hukum 
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Asasi Persamaani hukumi adalahi asasi yangi sederajat,i yangi dii 

manai segalai sesuatui hak-haknyai samai dimatai hukum,i meskii 

terdapati banyaki perbedaani sepertii ras,i suku,i warnai kulit,i 

bangsa,i kekuasaan,i jabatani dani lain-laini tetapii tetapi harusi 

mendapatkani persamaani dalami hukumi dani tidaki dapati dibeda-

bedakan.i Masing-masingi pihaki wajibi melihati adanyai persamaani 

inii dani mengharuskani keduai pihaki untuki menghormatii satui 

samai laini sebagaii manusiai ciptaani Tuhan. 

g. Asasi Kepribadian 

Asasi kepribadiani merupakani asasi yangi menentukani bahwai 

seorangi yangi akani melakukani kontraki hanyai untuki kepentingani 

perorangan,i hali inii dapati dilihati padai Pasali 1315i dani Pasali 

1340i KUHPerdata.Pasali 1315i menegaskan,i bahwa: 

“Padai umumnyai seseorangi tidaki dapati mengadakani 

perjanjiani hanyai untuki kepentingani dirinyai sendiri. 

Pasali 1340i menegaskan,i bahwa:i  

“Perjanjiani hanyai berlakui antarai parai pihaki yangi 

membuatnya”. 

h. Asasi Keseimbangan 

Asasi inii menghendakii keduai belahi pihaki memenuhii dani 

melaksanakani perjanjiani itu.i Kredituri mempunyaii kekuatani 

untuki menututi prestasii dani jikai diperlukani dapati 

menuntutpelunasani prestasii melaluii kekayaani debitur,i namuni 



35 
 

 

debituri memikuli pulai kewajiban,i untuki melaksanakani perjanjiani 

itui dengani itikadi baik. 

i. Asasi Kepastiani Hukum 

Perjanjiani merupakani figuri hukumi yangi harusi mengandungi 

kepastiani hukum.i Asasi kepastiani hukumi inii mempunyaii 

kekuatani yangi mengikat,i yaitui sebagaii undang-undangi bagii parai 

pihaki yangi membuatnya. 

 

2) Unsur-unsuri Perjanjian 

Suatui perjanjiani lahiri jikai disepakatii tentangi hali yangi pokoki 

ataui unsuri esensiali dalami suatui perjanjian.i Penekanani tentangi 

unsuri yangi esensiali tersebuti karenai selaini unsuri esensiali masihi dii 

kenali unsuri laindalami suatui perjanjian.i Dalami suatui perjanjiani 

dikenali tigai unsur,i yaitu35i : 

a. Unsuri esensialia,i yaitui unsuri yangi harusi adai dalami suatui 

kontraki karenai tanpai adanyai kesepakatani tentangi unsuri 

esensialiai inii makai tidaki adai kontraki sebagaii contoh,i 

dalami kontraki juali belii harusi adai kesepakatani mengenaii 

barangi dani hargai terdapati padai Pasali 1458i KUHPerdatai 

menyatakani : 

“Juali belii dianggapi telahi terjadii antarai keduai belahi 

pihak,i segerai setelahi orang-orangi itui mencapii 

                                                             
35 Ahmad Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan cetakan keempat, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012) hlm. 31. 



36 
 

 

keesepakatani tentangi barangi dani tersebuti besertai 

harganyai meskipuni barangi itui belumi dii serahkani dani 

harganyai belumi dibayar” 

Pasali inii menegaskani bahwai tanpai adai kesepakatani 

mengenaii barangi dani hargai dalami kontraki juali beli,i 

kontraki tersebuti batali demii hukumi karenai tidaki adai hali 

yangi diperjanjikan. 

b. Unsuri naturalia,i yaitui unsuri yangi diaturi dalami undang-

undangi sehinggai apabilai tidaki diaturi olehi parai pihaki 

dalami perjanjian,i undang-undangi yangi mengaturnyai dengani 

demikian,i unsuri naturaliai inii merupakani unsuri yangi selalui 

dianggapi adai dalami kontraki sebagaii contah,i jikai dalami 

kontraki tidaki diperjanjikani tentangi cacati tersembunyi,i 

secarai otomatisi berlakui ketentuani dalami Pasali 1491i 

KUHPerdatai menyatakani : 

“Penganggungani yangi menjadii kewajibani penjuali dani 

pembelii adalahi untuki menjamini duai hal,i yaitu:i pertama,i 

penguasaaani barangi yangi dijuali itui secarai amani dani 

tentram,i kedua,i tiadanyai cacati yangi tersembunyii padai 

barangi tersebut,i ataui yangi sedemikiani rupai sehinggai 

menimbulkani alasani untuki pembatalani perjanjian”. 
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Pasali inii menyatakani bahwai penjuali harusi menanggungi 

cacati tersembunyi36,. 

c. Unsuri aksidentalia,i yaitui unsuri yangi nantii adai ataui 

mengikutii parai pihaki jikai parai pihaki memperjanjikannya.i 

Sebagaii contoh,i dalami juali belii dengani angsurani 

diperjanjikani bahwai apabilai pihaki debituri lalaii membayari 

utangnya,i dikenakani dendai duai perseni perbulani 

keterlambatan,i dani apabilai debituri lalaii membayari selamai 

tigai bulani berturut-turut,i barangi yangi sudahi dibelii dapati 

ditariki kembalii kreditornyai tanpai melaluii pengadilan,i 

demikiani pulai klausul-klausuli lainyai yangi seringi ditentukani 

dalami suatui kontrak,i yangi bukani merupakani unsuri yangi 

esensialiai dalami kontraki tersebut. 

3) Syarati Sahnyai Perjanjian 

Parai pihaki dalami membuati suatui perjanjiani harusi memenuhii 

syarat-syarati yangi adai dalami syarati sahnyai perjanjian,i hali inii 

sesuaii dengani Pasali 1320i KUHi Perdata,i yaitu: 

1) “Sepakati merekai yangi mengikatkani dirinya 

2) Kecakapani untuki membuati suatui perikatan 

3) Suatui hali tertentu 

4) Suatui sebabi yangi halal”. 

                                                             
36 Ibid. hlm.33. 



38 
 

 

Syarati sahnyai perjanjiani dii atasi dibagii menjadii duai 

kelompoki yaitui duai syarati pertamai dinamakani syarati subjektifi dani 

duai syarati yangi terakhiri dinamakani syarati objektif,i dimanai 

keduanyai memilikii akibati hukumi masing-masing,i apabilai syarati 

subjektifi dalami pembuatani perjanjiani tidaki terpenuhii makai 

perjanjiani tersebuti dapati dibatalkani sedangkani apabilai syarati 

objektifi dalami pembuatani perjanjiani tidaki terpenuhii makai 

perjanjiani tersebuti batali demii hukum. 

Syarat-syarati sahnyai perjanjiani tersebuti merupakani syarat-

syarati utamai yangi harusi adai dalami dalami setiapi membuati 

perjanjian,i artinyai setiapi perjanjiani yangi dibuati harusi memenuhii 

keempati syarati tersebuti agari perjanjiani tersebuti dikatani sahi secarai 

hukum,i agari lebihi jelasi keempati syarati tersebuti dii uraikani 

sebagaii berikut: 

1) Adanyai sepakati bagii merekai yangi mengikatkani 

dirinyaSepakati yangi dibuati adalahi persetujuani olehi parai 

pihaki yangi membuati perjanjian,i salingi menerimai dani 

mengikati atasi suatui hali yangi dii perjanjikani sehinggai 

segalai akibati hukumi akani diterimai olehi parai pihaki yangi 

bersangkutan,i maksudnyai apabilai keduai subjeki yangi 

mengadakani perjanjiani itui harusi bersepakat,i setujui 
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mengenaii hal-hali pokoki darii perjanjiani itu37.i walaupuni 

demikian,i adai saatnyai terjadii persoalani dalami kesepakatani 

antarai pernyataani dani kehendaki diantarai parai pihak,i 

menuruti Mertokusumo,i teorii yangi dapati menjawabi hali 

tersebuti adalahi sebagaii berikuti : 

a) Teorii kehendaki (willstheorie)i bahwai perjanjiani itui 

terjadii apabilai adai persesuaiani antarai kehendaki 

dani pernyataan,i jikai tidaki ada,i perjanjiani dianggapi 

batali dani dibatalkan. 

b) Teorii Pernyataani (verklaringsi theorie)i merupkani 

prosesi batiniahi yangi tidaki diketahuii olehi orangi 

lain,i tetapii yangi menyebabkani terjadinyai suatui 

perjanjiani adalahi pernyataan,i perjanjiani tetapi 

terjadi. 

c) Teorii kepercayaani (vertouwensi theorie)i teorii inii 

sangati berkaitani dengani kepercayaani seseorangi 

padai orangi lain.i untuki itu,i tidaki setiapi pernyataani 

menimbulkani ataui melahirkani perjanjian,i tetapii 

hanyai pernyataani yangi disertaii ataui menimbulkani 

kepercayaani yangi melahirkani perjanjian.parai pihaki 

bebasi darii tekanani yangi mengakibatkani adanyai 

cacati bagii perwujudani kehendaki tersebut.Sesuaii 

                                                             
37i Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-19, (Jakarta: Intermasa, 2011) hlm. 17 
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dengani Pasali 1321i KUHi Perdatai menjelaskani 

“tiadai sepakati yangi sahi apabilai sepakati itui 

diberikani karenai kekhilafani ataui diperolehnyai 

dengani paksaani ataui penipuan”,i makai 

dalamperjanjiani cacati padai syarati subjektifi karenai 

diadakani dengani kekhilafan,i Paksaani dani Penipuani 

dapati dibatalkani (vernietigbaar),i hali inii dapati 

dijelaskani mengenaii hal-hali yangi mengakibatkani 

adanyai cacati dalami perjanjiani sehinggai 

kesepakatani tersebuti menjadii tidaki sah. 

 

2. Pengertian Fidusia 

Katai Fidusiai asali katai latini fiduciai yangi menuruti Kamusi 

Hukumi berartii kepercayaan38. Fidusiai dalami bahasai Indonesiai adalahi 

penyerahani haki miliki secarai kepercayaan,i sedangkani dalami 

terminologii Belandai disebuti jugai dengani istilahi fiduciarei eigendomi 

overdracht.i Fidusiai berasali darii katai fiedsi yangi berartii kepercayaan.i 

Kepercayaani mempunyaii artii bahwai pemberii jaminani percayai dalami 

penyerahani haki miliknyai tidaki dimaksudkani untuki benar-benari 

menjadikani kredituri pemiliki atasi bendai dani jikai perjanjiani pokoki 

                                                             
38i i Subektii dani R.i Tjitrosoedibio,i Kamusi Hukum,i (Jakarta:i Pradnyai Paramita,1979)i 

hlm.46.i i  
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fidusiai dilunasi,i makai bendai jaminani akani kembalii menjadii miliki 

pemberii jaminan39. 

Fidusiai ataui lengkapnyai ”Fiduciairei Eigendomsoverdracht”i seringi 

disebuti sebagaii Jaminani Haki Miliki Secarai Kepercayaan,i merupakani 

suatui bentuki jaminani atasi benda-bendai bergeraki disampingi gadaii dii 

manai dasari hukumnyai yurisprudensi.i Fidusiai berbedai darii gadai,i yangi 

diserahkani sebagaii jaminani kepadai kreditori adalahi haki miliki sedangi 

barangnyai tetapi dikuasaii olehi debitor,i sehinggai yangi terjadii adalahi 

penyerahani secarai constitutumi possessorium40. 

Pengertiani fidusiai jugai terdapati dalami Pasali 1i Ayati (1)i Undang-

Undangi Nomori 42i Tahuni 1999i Tentangi Jaminani Fidusia,i menyatakani 

:i  

Fidusiai adalahpengalihani haki kepemilikani suatui bendai atasi dasari 

kepercayaani dengani ketentuani bahwai bendai yangi haki kepemilikannyai 

dialihkani tersebuti tetapi dalami pengusaani pemiliki benda. 

1) Jaminani Fidusia 

Berdasarkani Pasali 1i Ayati (2)i Undang-Undangi Nomori 42i Tahuni 

1999i tentangi Jaminani Fidusia,i menyatakan 

”Jaminani Fidusiai adalahi haki jaminani atasi bendai brgeraki baiki 

yangi berwujudi maupuni yangi tidaki berwujudi dani bendai tidaki 

bergeraki khususnyai bangunani yangi tidaki dapati dibebanii haki 

tanggungani sebagaimanai dimaksudi dalami Undang-undangi 

Nomori 4i tahuni 1996i tentangi Haki Tanggungani yangi tetapi 

beradai dalami penguasaani Pemberii Fidusia,i sebagaii agunani 

bagii pelunasani utangi tertentu,i yangmemberikani kedudukani 

                                                             
39i i Ibid. 
40i Salimi H.S.,i Perkembangani Hukumi Jaminani Indonesia,i (Jakarta:Rajai Grafindoi Persada,i 

2004)i hlm.60. 
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yangi diutamakani kepadai Penerimai Fidusiai terhadapi kreditori 

lainnya”. 

 

Berdasarkani beberapai definisii dii atas,i terdapati beberapai unsur-

unsuri yangi terdapati dalami jaminani fiduisa,i yaitui : 

a. Jaminani fidusiai merupakani lembagai haki jaminankebendaan. 

b. Obyeki jaminani fidusiai adalahi bendai bergeraki dani bendai 

tidaki bergeraki khususnyai bangunani yangi tidakdibebanii 

dengani haki tanggungan. 

c. Bendai yangi menjadii objeki jaminani fidusiai tersebutadalahi 

sebagaii agunani ataui jaminani untuki pelunasansuatui utangi 

tertentu. 

d. Memberikani kedudukani yangi diutamakani kepedalembagai 

pembiayaani terhadapi kredituri lainnya. 

2) Prosesi Terjadinyai Jaminani Fidusia 

 

a. Tahapi Pembebanani Jaminani Fidusia 

Tahapani Pembebanani Jaminani FidusiaJaminani fidusiai 

merupakani perjanjiani ikutani darisuatui perjanjiani pokoki yangi 

menimbulkani kewajibani bagiparai pihaki untuki memenuhii suatui 

prestasi.i Pembebananbendai dengani jaminani fidusiai dibuati dengani 

aktai notarisdalami bahasai Indonesiai dani merupakani aktai 

jaminanfidusia.i Perjanjiani padai umumnyai tidaki lahiri padai saati 

penuangannyai dalami suatui akta,i tetapii sudahi adai sebelumnya,i 

yaitui sudahi adai sejaki adanyai kesepakatani antarai parai pihaki yangi 
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memenuhii syarati syahnyai perjanjiani dani penuangannyai dalami aktai 

hanyai dimaksudkani untuki mendapatkani alati buktii saja.i 

Berdasarkani Pasali 5i UUJF,i aktai jaminani fidusiai kurangnyai 

memuat: 

a) Identitasi pihaki Pemberii dani Penerimai fidusia. 

Identitasi tersebuti meliputii namai lengkap,i agama,i tempati 

tinggali ataui kedudukani dani tanggali lahir,i jenisi kelamin,i 

statusi perkawinan,i dani pekerjaan. 

b) Datai perjanjiani pokoki yangi dijamini fidusia. 

c) Uraiani mengenaii Bendai yangi menjadii obyeki JaminanFidusia. 

Uraiani mengenaii bendai yangi menjadii obyeki jaminani 

fidusiai cukupi dilakukani dengani mengidentifikasii bendai 

tersebut,i dani dijelaskani mengenaii surati buktii kepemilikannya.i 

Dalami hali bendai yangi menjadii obyeki jaminani fidusiai 

merupakani bendai dalami persediaani (inventory)i yangi selalui 

berubah-ubahi dani tidaki tetap,i sepertii stoki bahani baku,i 

barangi jadi,i makai aktai jaminani fidusiai dicantumkani uraiani 

mengenaii jenis,i merek,i kualitasi darii bendai tersebut. 

d) Nilaii penjaminan. 

e) Nilaii Bendai yangi menjadii obyeki Jaminani Fidusia. 

3) Tahapi Pendaftarani Fidusia. 

Kewajibani pendaftarani Bendai Jaminani Fidusiai sesuaii dengani 

ketentuani dalami Pasali 11i Ayati (1)UUJF,i menyatakan: 
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“Bendai yangi dibebanii dengani Jaminani Fidusiai wajibi 

didaftarkan”. 

Tujuani pendaftarani fidusiai adalahi melahirkani jaminani fidusiai 

bagii penerimai fidusia,i memberikani kepastiani kepadai kreditori laini 

mengenaii bendai yangi telahi dibebanii jaminani fidusiai dani 

memberikani haki yangi didahulukani terhadapi kreditori dani untuki 

memenuhii asasi publisitasi karenai kantori pendaftarani terbukai untuki 

umum41. 

Permohonani pendaftarani dilakukani olehi penerimai fidusia,i kuasai 

ataui wakilnyai dengani melampirkani pernyataani pendaftarani jaminani 

fidusia,i sebagaimanai terdapati dalami Pasali 13i Ayati 2i UUJF,i 

menyatakan: 

“Pernyataani pendaftarani sebagaimanai dimaksudi dalami ayati (1)i 

memuati : 

a. Identitasi pihaki dani penerimai fidusia. 

b. Tanggal,i nomori aktai jaminani fidusia,i namai dani tempati 

kedudukani notarisi yangi membuati aktai jaminani fidusia. 

c. Datai perjanjiani pokoki yangi dijamini fidusia. 

d. Uraiani mengenaii bendai yangi menjadii objeki jamianani 

fidusia. 

e. nilaii penjaminan;i dan 

f. nilaii Bendai yangi menjadii objeki Jaminani Fidusia”. 

 

Pendaftarani Sertifikati Jaminani Fidusiai diawalii dengani 

permohonani diajukani kepadai Menterii Hukumi dani Haki Asasii 

Manusiai Republiki Indonesiai melaluii Kantori Pendaftarani Fidusiai dii 

tempati kedudukani pemberii fidusiai secarai tertulisi dalami bahasai 

                                                             
41i Gunawani Wijdjajai dani Ahmadi Yani,i Jaminani Fidusia,i (Jakarta:i Rajai Grafindoi Persada)i 

hlm.41. 
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Indonesiai olehi penerimai fidusia,i kuasai ataui wakilnya,i dengani 

melampirkani pernyataani Pendaftarani Jaminani Fidusiai dani mengisii 

formuliri yangi bentuki dani isinyai ditetapkani dengani Lampirani Ii 

Keputusani Menterii Hukumi dani Haki Asasii Manusiai Republiki 

Indonesiai Nomori M-01.UM.01.06i Tahuni 2000,i yaitu:i  

a. Identitasi pihaki pemberii dani penerimai yangi meliputi:i  

a) Namai lengkap. 

b) Tempati tinggal/tempati kedudukan,i dani  

c) Pekerjaan.i  

b. Tanggali dani nomori aktai Jaminani Fidusia,i namai dani 

tempati kedudukani Notarisi yangi memuati aktai Jaminani 

Fidusia.i  

c. Datai perjanjiani pokoki yaitui mengenaii macami 

perjanjiani dani utangi yangi dijamini dengani fidusia.i  

d. Uraiani mengenaii bendai yangi menjadii obyeki 

Jaminani Fidusia. 

e. Nilaii penjamin. 

f. Nilaii bendai yangi menjadii obyeki Jaminani Fidusia.i  

Kantori Pendaftarani Fidusiai mencatati Jaminani Fidusiai dalami 

Bukui Daftari Fidusiai padai tanggali yangi samai dengani tanggali 

penerimaani pendaftaran.i Berdasarkani pendaftarani tersebuti Kantori 

Pendaftarani Fidusiai menerbitkani dani menyerahkani kepadai 

Penerimai Fidusiai sertifikati jaminani Fidusiai padai tanggali yangi 
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samai dengani tanggali penerimaani permohonani pendaftaran.i 

Sertifikati Jaminani Fidusiai yangi merupakani salinani Bukui Daftari 

Fidusiai lahiri padai tanggali yangi samai dengani tanggali dicatanyai 

jaminani Fidusiai dalami Bukui Daftari Fidusia. 

Sertifikati Jaminani Fidusiai inii mempunyaii kekuatani 

eksekutoriali yangi samai dengani putusani pengadilani yangi telahi 

mempunyaii kekuatani hukumi tetap.i Pasali 15i Ayati (2)UUJF,i 

menyatakani : 

“Sertifikati Jaminani Fidusiai sebagaimanai dimaksudi dalami ayati 

(1)i mempunyaii kekuatani eksekutoriali yangi samadengani 

putusani pengadilani yangi telahi memperolehi kekuatani hukumi 

tetap”. 

Kekuatani Eksekutoriali adalahi langsungi dapati dilaksanakani 

tanpai melaluii pengadilani dani bersifati finali sertai mengikati parai 

pihaki untuki melaksanakani putusani tersebut,i sehinggai Jaminani 

Fidusiai memberikani kemudahani dalami pelaksanaani eksekusinya,i 

yaitui apabilai pihaki Pemberii Fidusiai ciderai janji. 

4) Objeki Jaminani Fidusia 

UUJFi mengaturi bahwai yangi dapati dijadikani obyeki 

jaminanfidusiai adalahi bendai apapuni yangi dapati dimilikii dani haki 

kepemilikani tersebuti dapatdialihkan,i baiki bendai itui berwujudi maupuni 

tidaki berwujud,i terdaftari maupuni tidakterdaftar,i bergeraki maupuni 
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tidaki bergeraki dengani syarati bahwai bendai tersebuti tidakdibebanii 

dengani haki tanggungani sebagaimanai dimaksudi dalami Undang-Undangi 

Nomori 4i Tahuni 1996i Tentangi Haki Tanggungani ataui hipoteki 

sebagaimanai dimaksudi dalami Pasal314i ayati (3)i KUHDagangi Junctoi 

Pasali 1162i KUHPerdata. 

Memperhatikani ketentuan-ketentuani dalami UUJFi yangi 

menegaskani bahwayangi dimaksudi dengani bendai adalahi termasuki 

piutangi (receivables),i makai jaminani fidusiasebagaimanai diaturi dalami 

Undang-Undangi Nomori 42i Tahuni 1999i Tentangi Jaminani Fidusiai 

telahi menggantikani FEOi (Fiduciairei Eigendomsoverdracht)i dani Cessii 

jaminani ataspiutang-piutangi (zekerheidscessiei vani schuldvorrinen,i 

fiduciaryi assignmenti ofi receivables)yangi dalami prakteki pemberiani 

krediti banyaki digunakan. 

UUJFi mengaturi bahwai selaini bendai yangi dimilikii padai saati 

dibuatnyai jaminani fidusiai jugai bendai yangi diperolehi kemudiani dapati 

dibebanii dengani jaminani fidusia,i hali inii berartii bahwai bendai tersebuti 

demii hukumi akani menjadii miliki Pemberii Fidusia,i berkenaani dengani 

pembebanani jaminani fidusiai atasi benda,i termasukpiutangi yangi 

diperolehi kemudiani UUJFi mengatakani bahwai tidaki perlui dibuati 

perjanjiani jaminani fidusiai tersendiri,i olehi karenai sudahi dilakukani 

pengalihani haki kepemilikani “sekarangi untuki nantinya”i atasi bendai 

tersebuti dimungkinkani pembebananjaminani fidusiai atasi bendai yangi 

diperolehi kemudiani sangati membantui dani menunjangi pembiayaani 
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pengadaan/pembeliani persediaani (stock)i bahani bakui dani bahani 

penolong,khususi mengenaii hasili darii bendai yangi menjadii obyeki 

jaminani fidusia,i UUJFi mengaturi bahwai jaminani fidusiai meliputii hasili 

tersebut,i demikiani pulai jaminani fiduisameliputii klaimi asuransi,i 

sehinggai klaimi asuransii tersebuti akani menggantikani bendai 

yangmenjadii obyeki jaminani fidusiai bilamanai bendai tersebuti musnah. 

5) Pengalihani Jaminani Fidusia. 

Pengalihani jaminani Fidusiai sesuaii Pasali 19i Ayati (1)i UUJF,i 

menyatakani : 

“Pengalihani haki atasi piutangi yangi dijamini dengani fidusiai 

mengakibatkani beralihnyai demii hukumi segalai hakdani 

kewajibani Penerimai Fidusiai kepadai kreditori baru”. 

Pengalihani Jaminani Fidusiai kepadai pihaki lain,i jaminani Fidusiai 

tetapi mengikutii bendai yangi menjadii obyeki jaminani Fidusiai dalami 

tangani siapapuni bendai tersebuti berada,i kecualii pengalihani atasi bendai 

persediaani yangi menjadii obyeki Jaminani Fidusia.i Hali tersebuti sesuaii 

dengani prinspi “Droiti Dei Suite”i yangi telahi merupakani bagiani darii 

peraturani perundang-undangani Indonesiai dalami kaitannyai dengani haki 

mutlaki atasi kebendaan42. 

Pelaksanaani pengalihani jaminani fidusiai terdapati dalami Pasali 21i 

UUJF,i menyatakani : 

                                                             
42i i M.i Yasir,i ‘Aspeki Hukumi Jaminani Fidusia’,i Jurnali Jurnali Sosiali &i Budayai Syar-ii 

Vol.i 3i No.i 1,i i 2016.i Hlm.87. 
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a. Pemberii Fidusiai dapati menyalihkani bendai persediaani yangi 

menjadii objeki Jaminani Fidusiai dengani carai dani proseduri yangi 

lazimi dilakukani dalami usahai perdagangan. 

b. Ketentuani sebagaimanai dimaksudi dalami ayati (1)i tidaki berlaku,i 

i apabilai telahi terjadii ciderai janjii olehi debitori dani ataui 

Pemberii Fidusiai pihaki ketiga. 

c. Bendai yangi menjadii objeki Jaminani Fidusiai yangi telahi 

dialihkani i sebagaimanai dimaksudi dalami ayati (1)i wajibi digantii 

olehi Pemberii Fidusiai dengani objeki yangi setara. 

d. Dalami hali Pemberii Fidusiai ciderai janji,i makai hasili pengalihani 

dani ataui tagihani yangi timbuli karenai pengalihani sebagaimanai 

dimaksudi dalami ayati (1),i demii hukumi menjadii objeki Jaminani 

Fidusiai penggantii darii objeki Jaminani Fidusiai yangi dialihkan”. 

 

Berdasarkani ketentuani tersebuti dii atasi menegaskani kembalii 

bahwai Pemberii Fidusiai dapati mengalihkani bendai persediaani untuki 

menjadii Obyeki jaminani Fidusia.i Untuki menjagai kepentingani 

Penerimai fidusia,i makai bendai yangi dialihkani tersebuti wajibi digantii 

dengani obyeki yangi setara.i Maksudi dengani mengalihkani antarai laini 

termasuki menjuali ataui menyewakani dalami rangkai kegiatani usahanya,i 

setarai tidaki hanyai nilainyai tetapii jugai jenisnya,i dani ciderai janjii 

adalahi tidaki memenuhii prestasi,i baiki yangi berdasarkani perjanjiani 

pokok,i perjanjiani Jaminani Fidusia,i maupuni perjanjiani jaminani lainnya. 

 

6) Hapusnyai Jaminani Fidusia 

Hapusnyai Jaminani Fidusiai terdapati dalami Pasali 25i UUJF,i 

menyatakani : 

1) Jaminani Fidusiai hapusi karenai hal-hali sebagaii berikuti : 

a. hapusnyai utangi yangi dijamini dengani fidusia; 

b. pelepasani haki atasi Jaminani Fidusiai olehi Penerimai 

Fidusia;i atau 

c. musnahnyai Bendai yangi menjadii objeki Jaminani Fidusia. 
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2) Musnahnyai Bendai yangi menjadii objeki Jaminani Fidusiai 

tidaki menghapuskani klaimi asuransii sebagaimanai dimaksudi 

dalami Pasali 10i hurufi b. 

3) Penerimai Fidusiai memberitahukani kepadai Kantori 

Pendaftarani Fidusiai mengenaii hapusnyai Jaminani Fidusiai 

sebagaimanai dimaksudi dalami ayati (1)i dengani melampirkani 

pernyataani mengenaii hapusnyai utang,i pelepasani hak,i ataui 

musnahnyai Bendai yangi menjadii objeki Jaminani Fidusiai 

tersebut”. 

 

Musnahnyai bendai yangi menjadii obyeki jaminani fidusiai tidaki 

menghapuskani klaimi asuransi.i Penerimai fidusiai memberitahukani 

kepadai kantori pendaftarani fidusiai mengenaii hapusnyai jaminani fidusiai 

dengani melampirkani pernyataani mengenaii hapusnyai utang,i pelepasani 

haki ataui musnahnyai bendai yangi menjadii obyeki jaminani fidusiai 

tersebut.i Bahwai sesuaii dengani sifati ikutani darii Jaminani Fidusia,i 

makai adanyai Jaminani Fidusiai tergantungi padai adanyai piutangi yangi 

dijamini pelunasannya.i Piutangi tersebuti hapusi karenai hapusnyai utangi 

ataui karenai pelepasan,i makai dengani sendirinyai Jaminani Fidusiai yangi 

bersangkutani menjadii hapus.i Maksudi hapusnyai utangi antarai laini 

karenai pelunasani dani buktii hapusnyai utangi berupai keterangani yangi 

dibuati kreditor.i Selanjutnyai dalami hali bendai yangi menjadii obyeki 

Jaminani Fidusiai musnahi dani bendai tersebuti diansuransikan,i makai 

klaimi asuransii akani menjadii penggantii obyeki Jaminani Fidusiai 

tersebut.Hapusnyai jaminani fidusia,i kantori pendaftarani fidusiai 

mencoreti pencatatani jaminani fidusiai darii Bukui Daftari Fidusia.i Kantori 

pendaftarani fidusiai menerbitkani surati keterangani yangi menyatakani 
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Sertifikati jaminani fidusiai yangi bersangkutani tidaki berlakui lagi,i sesuaii 

dengani Pasali 26i Pasali 25i UUJF,i menyatakani : 

a. Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan 

Fidusia dari Buku Daftar Fidusia. 

b. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang 

menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak 

belaku lagi”. 

 

 

 

B. Ruang Lingkup Perbuatan Melawan Hukum 

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum. 

Perbuatani Melawani Hukumi (onrechtmatigei overheidsdaad)i dii 

sinii dimaksudkani adalahi sebagaii perbuatani melawani hukumi dalami 

bidangi keperdataan.i Tindakani perbuatani melawani hukumi pidanai 

(delik)i ataui yangi disebuti dengani istilahi “perbuatani pidana”i 

mempunyaii arti,i konotasii dani pengaturani hukumi yangi berbedai samai 

sekali,i demikiani jugai dengani perbuatani melawani hukumi olehi 

penguasai negarai ataui yangi disebuti dengani (onrechtmatigei 

overheidsdaad)i jugai memilikii arti,i konotasii dani pengaturani hukumi 

yangi jugai berbeda.i Perbuatani melawani hukumi diaturi dalami Bukui IIIi 

Pasali 1365-1380i KUHi Perdata,i termasuki kei dalami perikatani yangi 

timbuli darii undang-undang.i Berdasarkani Pasali 1365i KUHPerdata,i 

menyebutkani bahwai : 

“Perbuatani yangi melawani hukumi yangi dilakukani olehi seseorangi 

yangi karenai salahnyai telahi menimbulkani kerugiani bagii orangi 

lain”. 
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Perbuatani melawani hukumi adalahi suatui bentuki perikatani yangi 

lahiri darii undang-undangi sebagaii akibati darii perbuatani manusiai yangi 

melanggari hukum,i yangi diaturi dalami Kitabi Undang-Undangi Hukumi 

Perdata43.i Perbuatani pelanggarani terhadapi haki orangi lain,i hak-haki 

yangi dilanggari tersebuti adalahi hak-haki yangi diakuii olehi hukum,i 

termasuki tetapii tidaki terbatasi padai hak-haki sebagaii berikuti yaitui hak-

haki pribadii (persoonlijkheidrechten),i hak-haki kekayaani 

(vermogensrecht),i haki atasi kebebasani dani haki atasi kehormatani dani 

namai baik.i Pengertiani perbuatani melawani hukumi dalami artii luasi 

berdasarkani pernyataani dii atas,i bahwai perbuatani itui tidaki sajai 

melanggari haki orangi laini dani bertentangani dengani kewajibani hukumi 

darii pelakunyai ataui yangi berbuat,i tetapii perbuatani itui jugai 

berlawanani dengani kesusilaani dani kepantasani terhadapi dirii ataui 

bendai orangi lain,i yangi seharusnyai adai dii masyarakat44.i Perbuatani 

melawani hukumi kemudiani diartikani tidaki hanyai perbuatani yangi 

melanggari kaidah-kaidahi tertulis,i yaitui perbuatani yangi bertentangani 

dengani kewajibani hukumi pelakui dani melanggari haki subyektifi orangi 

lain,i tetapii jugai perbuatani yangi melanggari kaidahi yangtidaki tertulis,i 

yaitui kaedahi yangi mengaturi tatai susilai kepatutan,i ketelitian,i dani 

kehati-hatiani yangi seharusnyai dimilikii seseorangi dalami pergaulani 

hidupi dalami masyarakati ataui terhadapi hartai bendai masyarakat. 

2. Unsur-unsuri Perbuatani Melawaani hukum. 

                                                             
43i Gunawani Widjajai dani Kartinii Muljadi,i Serii Hukumi Perikatan-Perikatani Yangi Lahiri 

Darii Undang-Undang,i (Jakarta:i Rajai Grafindoi Persada,i 2017)i hlm.81.i i  
44i i Ibid.i hlm.i 186i i  
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Unsur-unsuri Perbuatani Melawaani hukumi terdapati dalami Pasali 

1365i Kitabi Undang-Undangi Hukumi Perdata,i makai suatui perbuatani 

melawani hukumi harusi mengandungi unsur-unsuri sebagaii berikuti yaitui: 

a. Adanyai perbuatani melawani hukum. 

Suatui Perbuatani Melawani Hukumi diawalii olehi suatui perbuatani 

darii pelakunyai umumnyai diterimai anggapani bahwai dengani 

perbuatani disinii dimaksudkani baiki berbuati sesuatui maupuni 

tidaki berbuati sesuatui . 

b. Perbuatani tersebuti melawani hukum.i Perbuatani yangi dilakukani 

tersebuti haruslahi melawani hukum.i  

Unsuri melawani hukumi inii diartikani dalami artii yangi 

seluas-luasnyai yaknii meliputii hal-hali sebagaii berikuti : 

1) Perbuatani yangi melanggari undang-undangi yangi berlaku.i  

2) Yangi melanggari haki orangi laini yangi dijamini olehi 

hukumi atau 

3) Perbuatani yangi bertentangani dengani kewajibani hukumi 

pelaku.i  

4) Perbuatani yangi bertentangani dengani kesusilaan.i  

5) Perbuatani yangi bertentangani dengani sikapi baiki dalami 

bermasyarakati untuki memperhatikani kepentingani orangi 

lain.i  

c. Adanyai kesalahani darii pihaki pelaku. 
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Perdatai mensyaratkani adanyai unsuri kesalahani (schuld)i 

dalami suatui perbuatani melawani hukum,i makai perlui diketahuii 

cakupani darii unsuri kesalahani tersebut.i Suatui tindakani dianggapi 

olehi hukumi mengandungi unsuri kesalahani sehinggai dapati 

dimintakani tanggungi jawabnyai secarai hukumi jikai memenuhii 

unsurunsuri sebagaii berikut:i  

1). Adanyai unsuri kesengajaani (opzet) 

2). Adanyai unsuri kelalaiani (negligence,i culpa) 

3). Tidaki adai alasani pembenari ataui alasani pemaaf.i 

(rechtvaardigingsgrond),i sepertii keadaani overmacht,i membelai 

diri,i tidaki waras,i dani lain-lain.i  

d. Adanyai Kerugian. 

Adanyai kerugiani (schade)i bagii korbani yangi merupakani 

syarati agari gugatani berdasarkani Pasali 1365i KUHi Perdatai dapati 

dipergunakan.i Berbedai dengani kerugiani karenai wanprestasii yangi 

hanyai mengenali kerugiani materiil,i makai kerugiani karenai 

perbuatani melawani hukumi disampingi kerugiani materil,i 

yurisprudensii jugai mengakuii konsepi kerugiani immateril,i yangi 

jugai akani dinilaii dengani uang. 

e. Adanyai hubungani kausali antarai perbuatani dengani kerugian. 

Hubungani kausali antarai perbuatani yangi dilakukani dengani 

kerugiani yangi terjadii jugai merupakani syarati darii suatui 

perbuatani melawani hukum.i Hubungani sebabi akibati adai 2i (dua)i 
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macami teori,i yaitui teorii hubungani faktuali dani teorii penyebabi 

kira-kira.i Hubungani sebabi akibati secarai faktuali (causationi ini 

fact)i hanyalahi merupakani masalahi faktai ataui apai yangi secarai 

faktuali telahi terjadi.i Setiapi penyebabi yangi menyebabkani 

timbulnyai kerugiani dapati merupakani penyebabi secarai faktual,i 

asalkani kerugiani (hasilnya)i tidaki akani pernahi terdapati tanpai 

penyebabnya.i hukumi tentangi perbuatani melawani hukumi 

mengenaii (buti for)i ataui (sinei quai non)i selanjutnya,i agari lebihi 

praktisi dani agari tercapainyai elemeni kepastiani hukumi dani 

hukumi yangi lebihi adil,i makai diciptakanlahi konsepi “sebabi kira-

kira”i (proximatei causa)i yangi merupakani bagiani palingi 

membingungkani dani palingi banyaki bertentangani dengani 

pendapati dalami hukumi tentangi perbuatai melawani hukum45. 

3. Gantii Rugii dalami Perbuatani Melawani Hukum. 

Perbuatani Melawani Hukumi adalahi timbulnyai kerugiani bagii 

korban.i Kerugiani tersebuti harusi digantii olehorang-orangi yangi 

dibebankani olehi hukumi untuki menggantii kerugiani tersebut,i mengenaii 

kerugiani inii dalami beberapai bahasai dikenali istilahi sebagaii berikuti dii 

dalami Bahasai Inggrisi disebuti (damages),i dalami Bahasai Belandai 

disebuti (nadeel),i dalami Bahasai Perancisi disebuti (dommage).i  

Pihaki korbani adalahi yangi menderitai kerugiani karenai adanyai 

Perbuatani Melawani Hukumi tersebut.i Pasali 1365i KUHi Perdatai tidaki 

                                                             
45Ibid.i hlm.i 14.i i  
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membedakan-bedakani korbani tersebut,i baiki hubungani sebabi akibati 

dengani perbuatani yangi dilakukan,i ataui hubungani sebabi akibati yangi 

faktuali ataui nyatai (sinei quai non),i maupuni sebabi akibati kira-kirai 

(proximatei cause)46. 

Bentuki Gantii Rugii terhadapi Perbuatani Melawani Hukumi yangi 

dikenali olehi hukumi adalahi sebagaii berikuti : 

a. Gantii Rugii Nominal 

Perbuatani Melawani Hukumi yangi serius,i sepertii 

perbuatani yangi mengandungi unsuri kesengajaan,i tetapii 

tidaki menimbulkani kerugiani yangi nyatai bagii korban,i 

makai kepadai korbani dapati diberikani sejumlahi uangi 

tertentui sesuaii dengani rasai keadilani tanpai menghitungi 

berapai sebenarnyai kerugiani tersebut.i Inilahi yangi disebuti 

dengani gantii rugii nominal. 

b. Gantii Rugii Kompensasi(Compensatoryi Damages) 

Gantii Rugii Kompensasii (Compensatoryi Damages)i 

merupakani gantii rugii yangi merupakani pembayarani kepadai 

korbani atasi dani sebesari kerugiani yangi benar-benari telahi 

dialamii olehi pihaki korbani darii suatui Perbuatani Melawani 

Hukum,i karenai itui gantii rugii inii disebuti gantii rugii yangi 

actual,i misalnya,i gantii rugii atasi segalai biayai yangi 

dikeluarkani olehi korban,i kehilangani keuntungan/gaji,i sakiti 

                                                             
46Ibid,i hlm.i 112.i i  
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dani penderitaan,i termasuki penderitaani mentali sepertii stress,i 

malu,i jatuhi namai baiki dani lain-lain. 

c. Gantii Rugii Penghukuman(Punitivei Damages) 

Gantii Rugii penghukumani (punitivei damages)i merupakani 

suatui gantii rugii dalami jumlahi yangi besari yangi melebihii 

darii jumlahi kerugiani yangi sebenarnya.i Besarnyai jumlahi 

gantii rugii tersebuti dimaksudkani sebagaii hukumani bagii 

pelaku.i gantii rugii penghukumani inii layaki diterapkani 

terhadapi kasus-kasusi kesengajaani yangi berati ataui sadis.i 

misalnyai diterapkani terhadapi penganiayaani berati atasi 

seseorangi tanpai rasai perikemanusiaan47. 

Gantii rugii karenai Perbuatani Melawani Hukumi berlakunyai lebihi 

keras,i sedangkani gantii rugii karenai perjanjiani lebihi lembut,i itui 

merupakani salahi satui cirii darii hukumi zamani modern.i kemajuani 

duniai yangi telahi berperadabani tinggi,i makai seseorangi haruslahi 

waspadai untuki tidaki menimbulkani kerugiani bagii orangi lain.i karenai 

itu,i bagii pelakui perbuatani melawani hukumi sehinggai menimbulkani 

kerugiani bagii orangi lain,i harusi mendapatkani hukumani yangi setimpal,i 

dalami bentuki gantii rugi. 

KUHPerdatai yangi merupakani acuani bagii Hukumi Perdatai 

Indonesia,i termasuki acuani bagii hukumi yangi berkenaani dengani 

                                                             
47Ibid,i hlm.i 29.i i  
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Perbuatani Melawani Hukum,i mengaturi kerugiani dani gantii rugii dalami 

hubungannyai dengani Perbuatani Melawani Hukum48. 

Gantii rugii umumi dalami hali inii adalahi gantii rugii yangi berlakui 

untuki semuai kasus,i baiki untuki kasus-kasusi wanprestasii kontrak,i 

maupuni kasus-kasusi yangi berkenaani dengani perikatani lainnya,i 

termasuki karenai perbuatani melawani hukum.i KUHi Perdatai tidaki 

mengaturi soali gantii kerugiani yangi harusi dibayari karenai perbuatani 

melawani hukum,i sedangkani Pasali 1243i KUHi Perdatai menyatakan: 

“Penggantiani biaya,i kerugiani dani bungai karenai taki 

dipenuhinyai suatui perikatani mulaii diwajibakan,i bilai debitur,i 

walaupuni dinyatakani lalai,i tetapi lalaii untuki memenuhii 

perikatanai itui ataui jikai sesuatui yangi harusi diberikani ataui 

dilakukannyai dalami waktui yangi melampauii waktui yagi telahi 

ditentukan”. 

 

Membuati ketentuani tentangi gantii rugii karenai wanprestasi.i dalami 

hali inii hakimi sebagaii pembentuki undang-i undangi dalami suatui 

konfliki yangi tidaki adai aturannyai menggunakani metodei penemuani 

hukumi kontruksi.i menuruti yurisprudensii ketentuani gantii kerugiani 

karenai wanprestasii dapati diterapkani untuki gantii kerugiani karenai 

perbuatani melawani hukum.i Ketentuani gantii rugii dikenali dengani 

istilahi yaitui gantii rugii biaya,i gantii rugi,i gantii rugii bunga. 

Gantii rugii umumi yangi diaturi mulaii darii Pasali 1243i 

KUHPerdata,i KUHPerdatai jugai mengaturi gantii rugii khusus,i yaknii 

gantii rugii khususi terhadapi kerugiani yangi timbuli darii perikatan-

                                                             
48Ibid,i hlm.i 90. 
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perikatani tertentu.i Dalami hubungani dengani gantii rugii yangi terbiti 

darii suatui Perbuatani Melawani Hukum. 

1) Ruangi Lingkupi Wanprestasi. 

Wanprestasii berasali darii bahasai Belandai “wanprestastie”,i yangi 

artinyai tidaki dipenuhinyai prestasii ataui kewajibani yangi telahi 

ditetapkani terhadapi pihak-pihaki tertentui dii dalami suatui perikatan,i 

baiki perikatani yangi dilahirkani darii suatui perjanjiani ataupuni perikatani 

yangi timbuli karenai undang-undang.i Menuruti Kamusi Hukum,i 

wanprestasii berartii kelalaian,i kealpaan,i ciderai janji,i tidaki menepatii 

kewajibannyai dalami perjanjian49.i wanprestasii adalahi suatui keadaani 

yangi dikarenakani kelalaiani ataui kesalahannya,i debituri tidaki dapati 

memenuhii prestasii sepertii yangi telahi ditentukani dalami perjanjiani dani 

bukani dalami keadaani memaksai adapuni yangi menyatakani bahwai 

wanprestasii adalahi tidaki memenuhii ataui lalaii melaksanakani kewajibani 

sebagaimanai yangi ditentukani dalami perjanjiani yangi dibuati antarai 

kredituri dengani debitur.i Wanprestasii ataui tidaki dipenuhinnyai janjii 

dapati terjadii baiki karenai disengajai maupuni tidaki disengaja50.i 

Wanprestasii (ataui ingkari janji)i adalahi berhubungani erati dengani 

adanyai perkaitani ataui perjanjiani antarai pihak.i Baiki perikatani itui dii 

dasarkani perjanjiani sesuaii Pasali 1338i KUHPerdatai sampaii dengani 

Pasali 1431i KUHPerdatai maupuni perjanjiani yangi bersumberi padai 

                                                             
49i Yahyai Harahap,i Segi-segii Hukumi Perjanjian,i Cetakani Kedua,i Alumni,i Bandung,i 1986,i 

hlm.i 60. 
50i Salimi H.S.,i Pengantari Hukumi Perdatai Tertulisi (BW),i Sinari Grafika,i Jakarta,i 2008,i 

hlm.i 180 
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undang-undangi sepertii diaturi dalami Pasali 1352i KUHPerdatai sampaii 

dengani Pasali 1380i KUHPerdata.i Wanprestasii terdapati dalami pasali 

1243i KUHi Perdata,i yangi menyatakani bahwa:i  

“Penggantiani biaya,i rugii dani bungai karenai tidaki dipenuhinyai 

suatui perikatan,i barulahi mulaii diwajibkan,i apabilai sii berutang,i 

setelahi dinyatakani lalaii memenuhii perikatannya,i tetapi 

melalaikannya,i ataui jikai sesuatui yangi harusi diberikani ataui 

dibuatnya,i hanyai dapati diberikani ataui dibuatnya,i hanyai dapati 

diberikani ataui dibuati dalami tenggangi waktui yangi telahi 

dilampaukannya”. 

 

Mengenaii pengertiani darii wanprestasi,i dapati beberapai macami 

perbuatani yaitui 51: 

1) Samai sekalii tidaki memenuhii prestasi.i  

2) Tidaki tunaii memenehuii Prestasi. 

3) Terlambati memenuhii prestasi.i  

4) Kelirui memenuhii prestasi. 

a. Penerapani Penerapani Batas-batasi Wanprestasii Dani Perbuatani 

Melawani Hukum. 

Pasali 1233i Kitabi Undang-Undangi Hukumi Perdatai menyebutkani 

sumberi perikatani adalahi perjanjiani dani undangundang.i Perikatakani 

adalahi suatui hubungani hukumi dii bidangi hukumi kekayaani dii manai 

satui pihaki berhaki menuntuti suatui prestasii dani pihaki lainnyai 

berkewajibani untuki melaksanakani suatui prestasi.i Menuruti Pasali 1313i 

Kitabi Undang-Undangi Hukumi Perdatai adalahi suatui perbuatani dengani 

                                                             
51i Hettyi Hassanah,i Aspeki Hukumi Perdatai dii Indonesia,i Deepublish,i Sleman,i 2014,i Hlmi 

74.i  
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manai satui orangi ataui lebihi mengikatkani dirinyai terhadapi satui orangi 

ataui lebih.i  

Akibati yangi sangati pentingi darii tidaki dipenuhinyai perikatani 

ialahi bahwai kredituri dapati mintai gantii rugii atasi ongkos,i rugii dani 

bungai yangi dideritanya.i Untuki adanyai kewajibani gantii rugii bagii 

debitur,i makai undnag-undangi menentukani bahwai debituri harusi 

terlebihi dahului dinyatakani beradai dalami keadaani lalaii 

(ingebrekestelling).i Apabilai debituri tidaki memenuhii perikatannyai 

(wanprestasi)i ataupuni padai perikatan-perikatani dii manai pernyataani 

lalaii tidaki disampaikani kepadai debitur,i tetapii tidaki diindahkannya,i 

makai debituri dikatakani tidaki memenuhii perikatan.i Hak-i haki kredituri 

adalahi sebagaii berikut52: 

a. Haki menuntuti pemenuhani perikatani (nakomen); 

b. Haki menuntuti pemutusani perikatani ataui apabilai perikatani itui 

bersifati timbali balik,i menuntuti pembatalani perikatani 

(ontbinding); 

c. Haki menuntuti gantii rugii (schadevergoeding); 

d. Haki menuntuti pemenuhani perikatani dengani gantii rugi; 

e. Haki menuntuti pemutusani ataui pembatalani perikatani dengani 

gantii rugi. 

Pasali 1365i Kitabi Undang-Undangi Hukumi Perdatai menentukani 

bahwai tiapi perbuatani melawani hukumi yangi mengakibatkani kerugiani 

                                                             
52i Mariami Darusi Badrulzaman,i Kompilasii Hukumi Perikatan,i PT.Citrai Adityai Bakti,i 

2011,Bandung,i hlm.21 
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padai orangi lain,i mewajibkani orangi yangi melakukani perbuatani 

tersebuti untuki menggantii kerugian.i Terdapati beberapai aspeki yangi 

meenjadii cirii dalami Perbuatani melawani Huikum,i yaitu: 

1) Suatui perbuatani melawani hukumi yangi mengakibatkani 

kerugiani kepadai orangi lain,i mewajibkani orangi yangi karenai 

kesalahani ataui kelalaiannyai menebritkani kerugiani itui 

menggantii kerugiani tersebut. 

2) Melanggari hukumi adalahi tiapi perbuatani yangi melanggari haki 

orangi laini ataui bertentangani dengani kepatutani yangi harusi 

diindahkani dalami pergaulani kemasyarakatani terhadapi pribadii 

ataui hartai bendai orangi lain 

3) Seorangi yangi sengajai tidaki melakukani suatui perbuatani yangi 

wajibi dilakukannya,i disamakani dengani seorangi yangi 

melakukani suatui perbuatani terlarangi dani karenanyai 

melanggari hukum. 

Penilaiani mengenaii apakahi suatui perbuatani termasuki perbuatani 

melawani hukum,i tidaki cukupi apabilai hanyai didasarkani padai 

pelanggarani terhadapi kaidahi hukum,i tetapii perbuatani tersebuti harusi 

jugai dinilaii darii suduti pandangi kepatutan.i Faktai bahwai seseorangi 

telahi melakukani pelanggarani terhadapi suatui kaidahi hukumi dapati 

menjadii faktori pertimbangani untuki menilaii apakahi perbuatani yangi 

menimbulkani kerugiani tadii sesuaii ataui tidaki dengani kepatutani yangi 
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seharusnyai dimilikii seseorangi dalami pergaulani dengani sesamai wargai 

masyarakat. 


